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1.1. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Deputi 

Bidang Administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet 

dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya 

manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet, pemberian pelayanan 

dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan 

sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta 

pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di lingkungan 

Sekretariat Kabinet, serta dukungan teknis dan administrasi 

pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan 

Tinggi (JPT) Utama, JPT Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim 

Penilai Akhir (TPA). Deputi Bidang Administrasi memiliki peran 

yang strategis dalam mendukung kelancaran tugas Sekretariat 

Kabinet dengan memberikan pelayanan internal organisasi. Dukungan 

layanan internal yang diberikan Deputi Bidang Administrasi kepada 

unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet menjadi faktor 

penunjang utama dalam keberhasilan kinerja Sekretariat Kabinet 

secara keseluruhan.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Deputi Bidang 

Administrasi dibantu oleh 4 (empat) unit kerja eselon II yang 

berada di bawah Deputi Bidang Adminisrasi serta terdapat 3 (tiga) 

unit kerja eselon II mandiri yang dikoordinasikan oleh Deputi 

Bidang Administrasi dan bertanggung jawab kepada Sekretaris 

Kabinet. Untuk lebih jelasnya, digambarkan pada bagan berikut : 
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Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Administrasi 
 
 

Untuk mengetahui tingkat kepuasan stakeholder terkait 

pelayanan internal yang diberikan selama ini, Deputi Bidang 

Administrasi melakukan survei terhadap pejabat/pegawai di 

lingkungan Sekretariat Kabinet selaku responden. Hasil survei 

kepuasan layanan dan pemanfaatan dokumen merupakan tools dalam 

mengukur pencapaian sasaran strategis Deputi Bidang Administrasi 

yaitu “Terwujudnya kelancaran tugas, transparansi, dan 

akuntabilitas Sekretariat Kabinet” dengan indikator kinerjanya 

“Persentase kepuasan terhadap dukungan manajemen dan pelaksanaan 

tugas teknis lainnya di lingkungan Sekretariat Kabinet.” 

Hasil survei tersebut dituangkan dalam bentuk Laporan Survei 

Kepuasan atas Dukungan Manajemen dan Administrasi di Lingkungan 

Sekretariat Kabinet dan menjadi salah satu bahan evaluasi guna 

meningkatkan kinerja Deputi Bidang Administrasi.  

 

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN SURVEI 

a. Mendapatkan informasi obyektif atas persepsi dari stakeholders 

atau pihak yang dilayani terhadap kualitas layanan yang 

diberikan Deputi Bidang Administrasi. 
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b. Mengukur keberhasilan kinerja dan pelayanan yang dilakukan unit 

kerja di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi. 

c. Mengidentifikasi harapan stakeholders terhadap pelaksanaan 

layanan Deputi Bidang Administrasi sehingga dapat 

ditindaklanjuti. 

 

1.3. DASAR HUKUM 

a. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat 

Kabinet. 

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

d. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 

Tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020—2024. 

e. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. 

f. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat 

Kabinet. 

 

1.4. METODOLOGI DAN PENGUKURAN SURVEI    

Survei kepuasan layanan dukungan manajemen dan administrasi di 

lingkungan Sekretariat Kabinet terdiri dari survei yang 

dikoordinasikan oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi serta survei yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit 

kerja dikarenakan perbedaan target responden yang mengisi survei. 

Survei yang dikoordinasikan oleh Biro Akuntabilitas Kinerja 

dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 dilaksanakan secara daring pada 

tanggal 25 November — 2 Desember 2022, melalui alamat url 
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https://www.surveymonkey.com/r/surveikepuasandepmin2022 dengan 

platform situs survey monkey.  

Penyebarluasan survei melalui memorandum M.0940/Adm-3/11/2022, 

tanggal 25 November 2022 perihal Permohonan Pengisian Survei 

Kepuasan Layanan di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Tahun 

2022 yang didiseminasikan melalui Sistem Informasi Persuratan 

Terpadu (SIPT) dan melalui grup aplikasi WhatsApp Messengers. 

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik probability sampling 

- cluster sampling, yaitu dengan memperhatikan keterwakilan dari 

seluruh unit kerja Eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet. 

Responden dari setiap unit kerja Eselon II terdiri dari 3 (tiga) 

orang pejabat struktural yang terdiri atas pejabat eselon II, III 

dan IV, serta 1 (satu) orang staf. Hal tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan bahwa seluruh tingkat jabatan berhubungan secara 

langsung dengan layanan yang diberikan oleh Kedeputian Bidang 

Administrasi, dalam berbagai bentuk dan kesempatan. 

Survei tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan Kedeputian 

Bidang Administrasi, disusun berdasarkan 5 (lima) aspek menurut 

Parasutaman, yaitu:  

a. Ketanggapan dalam Pelayanan (responsiveness); 

b. Keandalan dalam Pelayanan (reliability);  

c. Keadaan Sarana dan Prasarana Fisik (tangible);  

d. Kepastian dalam Pelayanan (assurance); dan 

e. Sikap dalam Pelayanan (empathy). 

Sedangkan survei untuk tingkat pemanfaatan dokumen, disusun 

berdasarkan 5 (lima) aspek, yaitu: 

a. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam perbaikan perencanaan 

program, kegiatan, anggaran dan kinerja; 

b. Pemanfaatan dokumen/laporan dalam pelaksanaan monitoring dan 

evaluasi kinerja dan anggaran; 

c. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk menilai dan memperbaiki 

pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran organisasi; 

d. Pemanfaatan dokumen/laporan untuk peningkatan kinerja; dan 

e. Pemanfaatan pendidikan dan pelatihan (diklat). 

Selanjutnya pengukuran hasil survei menggunakan skala likert, 

yaitu skala yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau 

https://www.surveymonkey.com/r/surveikepuasandepmin2022
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pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau 

fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. 

Survei yang diselenggarakan mandiri oleh Unit Eselon II 

pengampu bisa menggunakan metode dan variabel atau aspek yang 

berbeda namun dengan skala likert yang sama. 

Kuesioner dalam survei menggunakan 4 (empat) pilihan skala, 

dengan skor masing-masing jawaban sebagai berikut: 

Tabel 1.1. Tabel Skor Penilaian Survei 
 

Rumus perhitungan skor atas tiap aspek pertanyaan: T × Pn 

T    = Total jumlah responden yang memilih 

Pn  = Pilihan angka Skor Likert 

 

Contoh:  

Total responden sebanyak 15 orang, yang menjawab Sangat Puas 

sebanyak 4 orang, Puas sebanyak 6 orang, Tidak Puas sebanyak 3 

orang, dan Sangat Tidak Puas sebanyak 2 orang.  

Total Skor = (4x4) + (6x3) + (3x2) + (2x1) = 42, 

Skor tertinggi = skor tertinggi likert × jumlah responden =  

4 × 15= 60 

Dari total skor yang didapat selanjutnya dihitung indeks % hasil 

survei, dengan rumus:     

 

 
 
 

 

Indeks % hasil survei =  42 × 100%  = 70% 

                  60 
Jika menggunakan 4 kategori maka : 

Skor Tingkat Pemanfaatan 
Dokumen/Laporan  

 Tingkat Kepuasan 
Layanan 

Skor 1 Sangat Tidak Bermanfaat (STB) Tidak Puas (TP) 

Skor 2 Tidak Bermanfaat (TB) Kurang Puas (KP) 

Skor 3 Bermanfaat (B) Puas (P) 

Skor 4 Sangat Bermanfaat (SB) Sangat Puas (SP) 

Total Skor x 100% 

 

Skor Tertinggi 
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Menguraikan mengenai ringkasan hasil tabulasi jawaban survei dan 
analisis perolehan hasil survei per aspek pelayanan yang ditanyakan 
dalam kuesioner 

 
 
Berisi form kuesioner dan hasil tabulasi perhitungan data survei 
 

 
 
 

 

Rentang Skor: Skor Maksimum - Skor Minimum = (4-1)/4= 0,75 

                Jumlah Kategori 

 

Kriteria interpretasi skor berdasarkan interval: 

 

Nilai 
Interval 

Indeks % Interpretasi 

1 – 1,7499 25% - 43,749% Sangat Rendah 

1,75 – 2,499 43,75% - 62,49% Rendah 

2,50 – 3,249 62,50% - 81,249% Tinggi 

3,25 – 4 81,25% - 100% Sangat Tinggi 

Tabel 1.2. Tabel Interpretasi Skor Penilaian Survei 

 

1.5. SISTEMATIKA LAPORAN 

 

Menguraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, 
metodologi pengukuran hasil survei, dan sistematika penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

BAB II HASIL SURVEI 

 
Menguraikan mengenai kesimpulan serta saran masukan untuk 
ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan kinerja. 

BAB III PENUTUP 
 

LAMPIRAN 



BAB II
HASIL SURVEI
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2.1 PERENCANAAN PELAKSANAAN SURVEI 

Dalam  tahap perencanaan dilakukan proses penetapan tujuan dan 

ruang lingkup survei, populasi, sasaran, metode, dan instrumen, 

serta arah tindakan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan.    

Dukungan manajemen dan administrasi yang diberikan Deputi Bidang 

Administrasi meliputi : 

a. Pelayanan perencanaan dan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi 

perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran; 

b. Pelayanan manajemen sumber daya manusia, organisasi dan tata 

laksana; 

c. Pelayanan manajemen kinerja organisasi dan individu, reformasi 

birokrasi, serta pengendalian persuratan dan ketatausahaan 

pimpinan; 

d. Pelayanan pengadaan, pengelolaan barang milik negara, 

pemeliharaan, perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum 

lainnya; dan 

e. Pelayanan perpustakaan dan Teknologi, Informasi dan Komunikasi 

(TIK).

Atas pelayanan tersebut, diidentifikasi terdapat 15 (lima 

belas) jenis survei yang dilaksanakan dalam rangka memberikan 

gambaran kualitas layanan internal yang diberikan serta sebagai 

sumber masukan perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.  

Berikut gambaran 15 (lima belas) jenis survei yang dilaksanakan 

di lingkungan Kedeputian Bidang Administrasi, yaitu: 

 

 

 

 

HASIL SURVEI 
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Survei Layanan 
Persentase kepuasan unit kerja terhadap 
layanan perencanaan program dan anggaran 
Sekretariat Kabinet  

 

Perencanaan dan 
keuangan, serta 
pemantauan dan 

evaluasi perencanaan 
dan pelaksanaan 

program, kegiatan dan 
anggaran 

Persentase tingkat pemanfaatan dokumen 
hasil pemantauan dan evaluasi perencanaan 
dan pelaksanaan program, kegiatan dan 
anggaran 
Persentase kepuasan unit kerja terhadap 
layanan revisi anggaran 
Survei kepuasan layanan kepegawaian  

 
 

Manajemen sumber daya 
manusia, organisasi 
dan tata laksana 

Persentase kepuasan peserta terhadap 
pelaksanaan program pengembangan 
kapasitas pegawai 
Persentase kepuasan layanan pembinaan 
pegawai 
Persentase penilaian atas efektivitas 
kelembagaan 
Persentase penilaian atas efektivitas 
manajemen tata laksana 
Persentase kepuasan terhadap layanan 
bantuan hukum 
Persentase tingkat pemanfaatan dokumen 
akuntabiltas kinerja    

Manajemen kinerja 
organisasi dan 

individu, reformasi 
birokrasi, serta 
pengendalian 

persuratan dan 
ketatausahaan pimpinan 

Persentase tingkat pemanfaatan dokumen 
reformasi birokrasi     
Persentase kepuasan layanan persuratan 
serta ketatausahaan pimpinan    

Persentase kepuasan terhadap layanan 
pengadaan, pengelolaan BMN, 
pemeliharaan, perlengkapan, jamuan, 
serta pelayanan umum lainnya di 
lingkungan Setkab 

Barang milik negara, 
pemeliharaan, 

perlengkapan dan 
jamuan, serta 

pelayanan umum lainnya 
Persentase kepuasan pengguna layanan 
perpustakaan 

 
Persentase kepuasan 

layanan TIK Persentase kepuasan layanan TIK 
 

Tabel 2.1. Jenis Survei Kepuasan terhadap Dukungan Manajemen dan  
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkungan Sekretariat Kabinet 

 
 

Dari daftar survei di atas, terdapat survei yang dilaksanakan 

secara mandiri oleh unit kerja eselon II pengampu yaitu: survei 

layanan perencanaan dan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi 

perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, dan 
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manajemen sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana (kecuali 

survei kepuasan layanan kepegawaian yang pelaksanaan surveinya 

kolektif dikoordinir oleh Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi 

Birokrasi). 

 

2.2.RESPONDEN 

Responden survei kepuasan atas dukungan manajemen dan 

administrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet semester II Tahun 

2022 mengakomodir keterwakilan seluruh unit kerja eselon II di 

lingkungan Sekretariat Kabinet. Terdapat 107 (seratus tujuh) 

responden yang mewakili tiap unit kerja eselon II di lingkungan 

Sekretariat Kabinet, diperoleh kondisi responden terkait jenis 

kelamin, usia, latar belakang pendidikan, dan latar belakang jabatan 

adalah sebagai berikut: 

a. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden 

adalah wanita sebanyak 56 orang atau sebesar 

52,34% sedangkan sisanya responden laki-laki 

sebanyak 51 orang atau sebesar 47,66%. 

 

b. Tingkat Pendidikan Responden 

Berdasarkan latar belakang 

pendidikan, mayoritas responden 

memiliki latar belakang pendidikan 

S3 sebesar 3,74%, S2 sebesar 50,47%, 

dan S1 sebesar 45,79%. 

 

c. Latar Belakang Jabatan Responden 

Berdasarkan latar belakang jabatan 

responden yang mengikuti survei, 

responden analis yaitu sebanyak 29 

orang (27,10%), pejabat eselon IV 

sebanyak 28 orang (26,17%), pejabat 

eselon III sebanyak 28 (26,17%), dan 

pejabat eselon II sebanyak 22 

(20,56%). 

Strata 1
46%

Strata 
2

50%

Strata 3
4%

Tingkat Pendidikan

S1 S2 S3

Eselon II
21%

Eselon III 
26%

Eselon IV
26%

Staf 
27%

Latar Belakang Jabatan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

47,66% 52,34% 

https://www.pngall.com/gender-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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2.3. HASIL SURVEI KEPUASAN ATAS DUKUNGAN MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI 
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET 

 
Hasil survei kepuasan atas dukungan manajemen dan administrasi 

di lingkungan Sekretariat Kabinet merupakan rata-rata dari realisasi 

seluruh jenis survei yang ada di tabel 2.1. 

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil survei yang dilaksanakan 

pada Tahun 2022 dibandingkan dengan hasil survei di akhir tahun 

2021. Hasil survei kepuasan terhadap dukungan manajemen dan 

administrasi di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun 2022 adalah 

sebagai berikut : 

 
No 

 
Survei 

 

Tahun 
2021 

Tahun 2022 
 

Sem I  Sem II Rata-
Rata 

1 Layanan Perencananan Program dan 
Anggaran 

83,20% 85,13% 85,19% 85,16% 

2 Layanan Revisi Anggaran 83,34% 86,62% 90,07% 88,34% 
3 Pemanfaatan Dokumen Hasil 

Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan 
dan Pelaksanan Program, Kegiatan, 
dan Anggaran 

85,28% 81,75% 84,58% 83,16% 

4 Layanan Kepegawaian 79,22% 79,14% 80,33% 79,74% 
5 Layanan Pelaksanaan Program 

Pengembangan Kapasitas Pegawai 
76,35% 87,34% 80,00% 83,67% 

6 Layanan Pembinaan Pegawai N/A N/A 81,07% 81,07% 
7 Penilaian atas Efektivitas 

Kelembagaan 
72,92% N/A 72,92% 72,92% 

8 Penilaian atas Efektivitas 
Manajemen Tata Laksana 

90,00% N/A 84,32% 84,32% 

9 Layanan Bantuan Hukum N/A N/A 81,07% 81,07% 
10 Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas 

Kinerja 
82,10% 80,80% 82,17% 81,48% 

11 Pemanfaatan Dokumen Reformasi 
Birokrasi 

80,29% 79,49% 81,10% 80,29% 

12  Layanan Ketatausahaan dan 
Persuratan 

80,10% 80,37% 81,61% 80,99% 

13 Layanan Pengadaan, Pengelolaan BMN, 
Pemeliharaan, Perlengkapan, Jamuan 
serta pelayanan umum lainnya di 
lingkungan Sekretariat Kabinet 

76,78% 77,79% 79,56% 78,68% 

14 Layanan Perpustakaan 79,05% 80,13% 82,10% 81,11% 
15 Layanan TIK 72,56% 78,70% 79,74% 79,22% 

Rata-Rata Nilai 79,85% 81,57% 81,72% 81,65% 
Tabel 2.2. Rata-rata Tingkat Kepuasan/Kemanfaatan terhadap Pelayanan di Kedeputian 

Bidang Administrasi 
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Secara keseluruhan hasil survei tahun 2022 menggambarkan bahwa 

tingkat kepuasan dan pemanfaatan dokumen bagi pejabat/pegawai di 

lingkungan Sekretariat Kabinet berada pada rentang “sangat tinggi” 

atau sebesar 81,65% yang dapat diinterpretasikan bahwa 

pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet merasa sangat puas 

terhadap layanan yang diberikan dan dokumen/laporan yang dihasilkan 

dimanfaatkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, nilai hasil 

survei mengalami kenaikan sebesar 1,80%. 

Selanjutnya akan dijabarkan analisis hasil dari masing-masing 

survei yang dilaksanakan berdasarkan layanan dukungan manajemen dan 

administrasi yang diberikan Deputi Bidang Administrasi. 

 

2.3.1. Layanan Perencanaan dan Keuangan, serta Pemantauan dan 

Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran. 

 

Terdapat 3 (tiga) jenis survei yang dilaksanakan atas layanan 

perencanaan dan keuangan, serta pemantauan dan evaluasi perencanaan 

dan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, yaitu: 

a. Survei Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Perencanaan Program 

dan Anggaran; 

b. Survei Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Revisi Anggaran; 

c. Survei Tingkat Pemanfaatan Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi 

Perencanaan dan Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran. 

 

Berikut penjabaran dari hasil masing-masing survei. 

❖ Survei Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Perencanaan Program 

dan Anggaran 

Pengukuran survei layanan perencanaan untuk tahun 2022 diukur 

dengan kategori sebagai berikut : 

1. Reliability (keandalan) 

2. Competence (kompetensi), 

3. Communication (komunikasi) 

4. Access (akses), 

5. Deadline Compliance (kepatuhan pada deadline) 
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Survei Kepuasan Layanan Perencanaan dan Penganggaran 

dilaksanakan secara mandiri oleh unit pengampu melalui survei 

online terhadap 45 responden yang ditargetkan. Penilaian responden 

terhadap layanan perencanaan program dan anggaran tahun 2022 

berada di kategori “Sangat Tinggi” yaitu sebesar 85,16%.  

 

 
 Gambar 2.1. Hasil Survei Layanan Perencanaan 

 

Berdasarkan gambar diatas diperoleh analisis hasil survei 

kepuasan layanan perencanaan sebagai berikut: 

1. 

2. Pelayanan perencanaan dapat dikategorikan sebagai layanan yang 

telah baik dan memenuhi ekspektasi unit kerja secara umum. 

Kinerja pelayanan perencanaan dan anggaran menunjukkan tren 

yang positif dan stabil sepanjang tahun 2022. Apabila berkaca 

Secara keseluruhan, layanan program dan anggaran Sekretariat 

Kabinet mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Persentase ini meningkat sebesar 1,96% dibandingkan 
dengan persentase tahun 2021 sebesar 83,20%. Meskipun secara 
umum mengalami peningkatan, masih ada beberapa aspek yang perlu 

menjadi perhatian untuk pelayanan di tahun selanjutnya. 
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pada pengalaman di tahun lalu, inovasi bisa jadi pertimbangan 

dalam meningkatkan layanan yang diberikan. 

3. Perolehan skor tertinggi yaitu terdapat pada aspek kompetensi 

dalam pelayanan (87,78%). Kenaikan ini mengindikasikan bahwa 

kemampuan pegawai dalam melayani serta ditunjang dengan 

kemampuan mengoperasikan teknologi semakin membaik. Akses 

komunikasi juga menjadi sangat penting dalam berkoordinasi 

dengan unit kerja demi terwujudnya proses pelayanan perencanaan 

dan anggaran yang semakin baik. 

4. Kritik berulang terhadap layanan perencanaan dan anggaran 

kembali muncul terkait deadline. Tenggat waktu masih dirasa 

oleh unit kerja terlalu singkat. Kondisi ini bisa disiasati 

dengan memanfaatkan koordinasi yang telah terjalin dengan baik.  

5. Upaya-upaya yang dilakukan salah satunya selalu menjalin 

komunikasi dan koordinasi dengan PIC unit kerja terkait 

kebutuhan dokumen mendekati timeline tiap fase perencanaan. 

Sehingga apabila deadline dari mitra datang secara tiba-tiba, 

unit kerja telah memiliki kesiapan kebutuhan datanya.  

 
❖ Survei Kepuasan Unit Kerja terhadap Layanan Revisi Anggaran 

Metode pengukuran Survei Tingkat Kepuasan terhadap layanan 

revisi anggaran semester II tahun 2022 masih sama seperti semester 

sebelumnya yang disusun berdasarkan 5 (lima) kategori/dimensi 

kualitas layanan, yaitu: ketanggapan dalam pelayanan 

(responsiveness), keandalan dalam pelayanan (reliability), 

kepastian dalam pelayanan (assurance), sikap dalam pelayanan 

(empathy), sarana dan prasarana dalam pelayanan (tangible). Survei 

kepuasan terhadap layanan revisi anggaran dilaksanakan secara 

mandiri oleh unit kerja pengampu, yang terdiri dari 45 responden 

yang terdiri dari pejabat/pegawai PIC revisi anggaran di 

lingkungan Sekretariat Kabinet. Penilaian responden terhadap 

layanan revisi anggaran tahun 2022 berada di kategori “sangat 

tinggi” yaitu sebesar 88,34%. 
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Gambar 2.2 hasil survei kepuasan layanan revisi anggaran 

 

Berdasarkan gambar diatas diperoleh analisis hasil survei 

kepuasan layanan revisi anggaran sebagai berikut: 

1. Hasil survei pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan hasil 

survei pada tahun 2021, terdapat kenaikan pada setiap kategori 

pada hasil survei tahun 2022. Rata-rata nilai indeks tingkat 

kepuasan survei layanan revisi anggaran mengalami kenaikan 

sebesar 5,00%. 

2. Kenaikan nilai indeks hasil survei kepuasan layanan dapat 

dicapai karena adanya beberapa upaya yang telah dilakukan dalam 

meningkatkan kualitas layanan revisi anggaran dengan melakukan 

sebagai berikut: 

a. Menerbitkan memorandum Nomor: M.0073/Adm-1/02/2022 perihal 

Mekanisme Pengajuan Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan 

Sekretariat Kabinet TA 2022, yang merupakan penyempurnaan 

dari memorandum yang telah diterbitkan pada tahun 2021 

dengan Nomor: M.0062/Adm-1/01/2021. 

b. Menerbitkan memorandum Nomor: M.0085/Adm-1/02/2022 perihal 

Pelaksanaan Revisi DIPA Sekretariat Kabinet TA 2022, dalam 

rangka melakukan tertib administrasi, efisiensi, dan 

efektivitas pelaksanaan anggaran serta mempertahankan 
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pencapaian Sekretariat Kabinet dalam penilaian Indikator 

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) TA 2022. 

c. Menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Tata Cara Revisi 

Anggaran TA 2022 kepada PIC Revisi Anggaran di Lingkungan 

Sekretariat Kabinet dalam format fullboard meeting luar kota 

pada bulan Februari 2022. 

d. Melakukan diseminasi videografis dan infografis Tata Cara 

Revisi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Kabinet kepada 

para PIC Revisi Anggaran di lingkungan Sekretariat Kabinet. 

e. Meningkatkan koordinasi dengan unit kerja secara intensif, 

melalui media komunikasi seperti memorandum, email, telepon, 

sms, Whatsapp, maupun melalui penyelenggaraan rapat. 

f. Menyelenggarakan rapat bersama unit kerja setelah ditemui 

adanya permintaan/permasalahan terkait revisi anggaran. 

g. Merespon permintaan dan pertanyaan dari unit kerja dengan 

sigap dan detil walaupun sudah diluar jam kerja. Melayani 

sesuai dengan standar dan tulus. 

 

❖ Survei Tingkat Pemanfaatan Laporan/Dokumen Pemantauan dan 

Evaluasi 

Survei tingkat pemanfaatan laporan/dokumen pemantauan dan 

evaluasi, disusun berdasarkan 3 (tiga) kategori/dimensi kualitas 

layanan, yaitu: Dokumen/laporan hasil bermanfaat dalam penyusunan 

perencanaan program, kegiatan, anggaran dan kinerja ditahun 

mendatang, dokumen/laporan bermanfaat dalam monitoring 

pelaksanaan program, kegiatan, anggaran dan kinerja pada tahun 

berjalan, dokumen/laporan bermanfaat dalam perbaikan/peningkatan 

kinerja dan pelaksanaan program, kegiatan, anggaran dan kinerja. 

Penilaian responden terhadap layanan survei tingkat pemanfaatan 

laporan/dokumen pemantauan dan evaluasi tahun 2022 berada di 

kategori “Sangat Tinggi” yaitu sebesar 83,16%. 
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Gambar 2.3 hasil survei Pemanfaatan dokumen pemantauan dan evaluasi 

  

Berdasarkan gambar diatas diperoleh analisis hasil survei 

tingkat pemanfaatan dokumen pemantauan dan evaluasi sebagai 

berikut: 

1. Hasil survei pemanfaatan laporan/dokumen tahun 2022 adalah 

sebesar 83,16%. Jika dibandingkan dengan hasil survei pada tahun 

2021, rata-rata nilai indeks tingkat pemanfaatan 

laporan/dokumen tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,12%.  

2. Nilai indeks hasil survei tingkat pemanfaatan laporan/dokumen 

jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 

2,12%. Namun apabila membandingkan hasil survei semester 1 tahun 

2022 dengan semester 2 tahun 2022, indeks survei mengalami 

kenaikan sebesar 2,83%. Berikut perbaikan yang sudah dilakukan: 

a. Meningkatkan kualitas laporan yang lebih komprehensif. 

Menerbitkan laporan pada setiap semester dan triwulan sebagai 

bahan masukan bagi unit kerja untuk meningkatkan kinerja 

anggarannya ditahun berjalan.  

b. Meningkatkan ketepatan waktu penerbitan laporan hasil 

evaluasi pelaksanaan kinerja anggaran.  

c. Memperbaiki dokumen laporan hasil evaluasi pelaksanaan 
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2.3.2. Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata 
Laksana 

kinerja anggaran agar menarik, mudah dipahami, dan lebih 

ringkas dengan menggunakan media infografis.  

d. Menjalin komunikasi yang intensif dengan unit kerja terkait 

pengumpulan data kinerja anggaran setiap bulannya. 

3. Dalam meningkatkan pemanfaatan laporan/dokumen, telah 

dilaksanakan Rapat Evaluasi Capaian Kinerja atas Pelaksanaan 

Anggaran Sekretariat Kabinet periode s.d Triwulan III TA 2022. 

Rapat tersebut membahas hasil evaluasi s.d triwulan III dan 

menetapkan langkah-langkah strategis pada periode triwulan IV 

untuk mencapai kinerja anggaran TA 2022 yang maksimal. 

 

 

 
 
 
 

 
Jenis survei yang dilaksanakan untuk mengukur kualitas 

layanan manajemen sumber daya manusia, organisasi dan tata 

laksana, yaitu: 

a. Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian; 

b. Survei Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan Program 

Pengembangan Kapasitas Pegawai; 

c. Persentase Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai; 

d. Persentase Penilaian atas Efektivitas Kelembagaan; 

e. Persentase Penilaian atas Efektivitas Manajemen Tata Laksana; 

f. Persentase Kepuasan terhadap Layanan Bantuan Hukum.   

 

Adapun hassil dari survei dimaksud sebagai berikut: 

❖ Survei Kepuasan Layanan Kepegawaian 

Hasil dari kuesioner kepuasan layanan kepegawaian adalah 

sebagai berikut:  

 



 

 

18 | L a p o r a n  S u r v e i  K e p u a s a n  L a y a n a n  D u k u n g a n  M a n a j e m e n  d a n  
A d m i n i s t r a s i  d i  L i n g k u n g a n  S e k r e t a r i a t  K a b i n e t  T a h u n  2 0 2 2  

 

 
Gambar 2.4. Hasil Survei Layanan Kepegawaian 

 

Dari hasil pengolahan data kuesioner didapatkan hasil survei 

layanan kepegawaian Tahun 2022 sebesar 79,73% atau berada pada 

kategori “Tinggi”. Apabila dibandingkan dengan hasil survei tahun 

2022 terdapat kenaikan sebesar 0,51%. Selama tahun 2022, layanan 

kepegawaian terus berupaya untuk melakukan perbaikan pelayanan 

yang semakin baik, hal ini tercermin dalam pengaturan kebijakan 

terkait pengaturan ulang terhadap sistem kerja, yang telah 

ditetapkan pada semester I tahun 2022.  

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki 

kualitas pelayanan kepegawaian agar semakin baik lagi di masa 

mendatang diantaranya: 

1. Memperbaiki pelayanan kepada seluruh pegawai di lingkungan 

Sekretariat Kabinet baik dari sisi prosedur maupun pengembangan 

kapasitas pegawai. 

2. Optimalisasi pelayanan melalui aplikasi SIMPEG. 

3. Optimalisasi layanan berbasis whatsapp web melalu SETKAB SIAP 

yang berfungsi untuk memberikan informasi terkini terkait 

layanan kepegawaian kepada seluruh pegawai di lingkungan 

Sekretariat Kabinet. 
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❖ Survei Kepuasan Layanan Pemanfaatan Diklat 

Selama tahun 2022, survei terkait layanan pemanfaatan diklat 

dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja pengampu. Pada 

semester I tahun 2022, responden survei ini adalah pejabat/pegawai 

yang telah selesai mengikuti diklat. Sedangkan untuk semester II 

tahun 2022, responden survei ini adalah keterwakilan dari seluruh 

unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.  

Variabel dalam  pernyataan survei kepuasan peserta terhadap 

pelaksanaan program pengembangan kapasitas pegawai antara lain: 

1. Penyelenggaraan Program Pengembangan Kapasitas Pegawai (Diklat, 

Seminar, Workshop, Webinar, dan lain-lain); 

2. Program Pengembangan Kompetensi Pegawai sesuai kebutuhan 

(berdasarkan kalender diklat yang disusun sesuai usulan dari 

setiap Unit Kerja dan dengan memperhatikan ketersediaan 

anggaran); 

3. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Program 

Pengembangan Kompetensi Pegawai (kuesioner pasca pelaksanaan) 

dengan laporan yang telah disampaikan ke setiap Unit Kerja; 

4. Pelayanan Administrasi Izin Belajar, Tugas Belajar, dan 

Pemberian Beasiswa; dan 

5. Pengelolaan Peserta Magang. 

Secara keseluruhan hasil survei kepuasan layanan pemanfaatan  

diklat adalah 80,00%. Secara umum hasil survei semester I dan II 

tahun 2022 maupun tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan secara 

detail dikarenakan perubahan metode/variabel dalam perhitungan 

survei, penetapan responden serta pelaksanaannya yang 

dilaksanakan secara mandiri. 

Berikut hasil survei layanan pemanfaatan diklat di lingkungan 

Sekretariat Kabinet: 
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Gambar 2.6 Hasil Survei Kepuasan Layanan Pemanfaatan Diklat 

 

Dari hasil pengolahan data diatas didapatkan hasil dari 

kepuasan pemanfaatan diklat tahun 2022 sebesar 83,67% masuk 

kedalam kategori “sangat tinggi”. Berdasarkan gambar diatas, 

indeks kepuasan peserta terhadap pelaksanaan program pengembangan 

kapasitas pegawai pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun 

2020, dikarenakan masih terfokusnya pada Pandemi Covid-19 sehingga 

berdampak pada anggaran. Namun, terlihat kenaikan yang cukup 

signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dan berhasil mencapai 

target 80%. Hal itu berkaitan dengan telah mulai dibuka kesempatan 

pengembangan secara tatap muka, dan inovasi baru seperti 

penyelenggaraan Bestie (Bulan E-Seminar Topik dan Isu Terkini) 

dan pengembangan mandiri yang menambah experience baru terhadap 

pelaksanaan pengembangan kompetensi. 

 Walaupun secara keseluruhan hasil survei menunjukkan 

peningkatan, tetapi masih terdapat hal-hal yang memerlukan 

perbaikan, yaitu: 

1. Menyelenggarakan program PKP sesuai dengan rencana pengembangan 

kompetensi masing-masing pegawai (tepat sasaran), sehingga 

setiap pegawai yang mengikuti program tersebut dapat merasakan 

manfaatnya untuk peningkatan kinerja; 
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2. Merencanakan dan melaksanakan program PKP dengan topik-topik 

yang sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan media 

pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi; 

3. Merencanakan dan melaksanakan program PKP non klasikal bentuk 

lain untuk menjaring lebih banyak peserta program; 

4. Memperkuat pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan 

Diklat khususnya terkait pemanfaatan Diklat secara berkala; 

5. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan 

agar lebih efektif dan efisien;  

6. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang 

terlibat dalam penyelenggaraan program PKP; 

7. Menyediakan informasi atau kesempatan beasiswa yang lebih luas 

kepada pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi; dan 

8. Menindaklanjuti proses permohonan izin belajar secara cepat dan 

akurat. 

 

❖ Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai 

Selama tahun 2022, survei terkait layanan pembinaan pegawai 

dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja pengampu. Variabel 

dalam  pernyataan survei kepuasan layanan pembinaan pegawai antara 

lain: 

1. Pembinaan Disiplin dan Kode Etik PNS; 

2. Penanganan Permasalahan PNS; 

3. Pembinaan Disiplin dan Kode Etik Non PNS (termasuk PTT); 

4. Penanganan Permasalahan Non PNS (termasuk PTT); 

5. Pelaksanaan Layanan Konseling Pegawai; 

6. Pelaksanaan Pendampingan Hukum; 

7. Pelayanan Administrasi Penghargaan Tanda Jasa/Kehormatan; dan 

8. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri. 

Berikut hasil survei layanan pembinaan pegawai di lingkungan 

Sekretariat Kabinet: 
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Gambar 2.6. Perbandingan Hasil Survei Kepuasan Layanan Pembinaan Pegawai 

 

Dari hasil pengolahan data diatas didapatkan hasil dari 

kepuasan layanan pembinaan pegawai tahun 2022 sebesar 81,07% masuk 

kedalam kategori “tinggi”. 

Berdasarkan grafik tersebut, indeks kepuasan layanan 

pembinaan pegawai pada tahun 2022 mengalami peningkatan kepuasan 

yang cukup signifikan. Hal itu didukung dengan adanya inovasi yang 

telah dilakukan, yaitu adanya Pojok Konseling dengan bantuan 

Psikolog Ahli dan Setkab Siap sebagai pelayanan satu pintu.  

Walaupun secara keseluruhan hasil survei menunjukkan hasil 

yang baik, tetapi masih terdapat hal-hal yang memerlukan 

peningkatan, yaitu: 

1. Melakukan upaya penanganan permasalahan pegawai secara 

terintegrasi, dari sisi preventif (berorientasi pemberdayaan 

serta pengembangan) dan dari sisi kuratif (pemberian keputusan 

yang tepat bagi penyelesaian masalah pegawai); 

2. Menyelenggarakan kegiatan yang mengangkat isu-isu terkait 

permasalahan di lingkungan kerja; 

3. Memanfaaatkan teknologi informasi untuk lebih memudahkan 

komunikasi dan sosialisasi kepada seluruh Pegawai; 

4. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Biro Kerjasama 

Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara dalam rangka 

menyelesaikan administrasi izin pegawai ke luar negeri; dan 

5. Optimalisasi database pengusulan dan pemberian tanda kehormatan 

pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. 
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❖ Survei Kepuasan Terhadap Bantuan Layanan Hukum 

Survei terkait kepuasan terhadap bantuan layanan hukum 

dilakukan secara mandiri melalui kuesioner secara online, 

responden yang ditargetkan adalah perwakilan dari seluruh unit 

kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet. Variabel dalam mengukur 

survei kepuasan ini adalah pertanyaan terkait pelaksanaan 

pendampingan hukum.  

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil survei sebesar 

81,07% atau berada pada kategori “puas”. Dengan hasil yang sangat 

baik ini, akan terus selalu diupayakan peningkatan kualitas 

pelayanan dengan terus responsif dalam melakukan pendampingan 

bantuan layanan hukum.  

 

❖ Survei Penilaian atas Efektivitas Kelembagaan 

Survei terkait penilaian atas efektivitas kelembagaan 

dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja pengampu dan dilakukan 

secara online. Sasaran responden dalam survei ini adalah pimpinan 

unit kerja (eselon II) dan 1 (satu) orang perwakilan pejabat 

Eselon II pada setiap unit kerja dengan total responden sebanyak 

53 (lima puluh tiga) orang. 

Pelaksanaan survei kelembagaan tahun 2022 tersebut merujuk 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, dimana aspek-aspek yang 

dievaluasi meliputi indikator-indikator yang terkandung di dalam 

masing-masing dimensi dan subdimensi. 

Berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan, diperoleh nilai rata-

rata sebesar 72,92%. Dari hasil tersebut di simpulkan bahwa 

organisasi menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik. 

Selain itu, subdimensi dengan nilai tertinggi adalah teknologi 

Informasi sehingga dapat dikatakan bahwa organisasi senantiasa 

beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga setiap 

penyelenggaraan tugas dan fungsi telah ditunjang dengan teknologi 

informasi yang memadai.  

Sehubungan dengan hal tersebut, masih diperlukannya upaya 

dalam meningkatkan kinerja organisasi ke depannya dengan melakukan 
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hal sebagai berikut: 

1. Meningkatkan koordinasi, kontrol dan komunikasi dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi organisasi; 

2. Peraturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah 

dibakukan perlu disosialisasikan secara optimal; 

3. Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat 

Kabinet perlu berjalan beriringan dengan penguatan budaya kerja 

dengan metode paperless. 

 

❖ Survei Penilaian atas Efektivitas Manajemen Tata Laksana 

Hasil evaluasi SOP di lingkungan Sekretariat Kabinet 

mendapatkan hasil di atas rata-rata minimal standar manajemen tata 

laksana, yaitu mencapai 84,32%. Secara keseluruhan sebanyak 90% 

untuk pemenuhan SOP, 91,67% untuk substansi SOP dan 72,5% untuk 

penerapan SOP dari total 70 responden di setiap unit kerja yang 

ada di lingkungan Sekretariat Kabinet. 

Evaluasi SOP secara umum menunjukkan hasil baik di atas 

standar minimal sebesar 80%, yaitu mencapai angka persentase 

84,32%. Namun sisanya memberi tanggapan bahwa SOP yang sudah ada 

perlu dilakukan evaluasi kembali dan diselaraskan dengan SOTK 

Perseskab terbaru sesuai dengan tugas dan fungsi untuk  

meningkatkan efektifitas kinerja dari masing-masing pegawai di 

lingkungan Sekretariat Kabinet. 

Terkait dengan hal tersebut, ada beberapa saran yang bisa 

dipertimbangkan untuk diterapkan dalam upaya pencapaian kinerja 

yang optimal, yakni: 

1. Perlu penyempurnaan terhadap beberapa SOP yang telah ada di 

lingkungan Sekretariat Kabinet sesuai dengan SOTK terbaru guna 

meningkatkan kinerja baik kinerja individu maupun kinerja 

organisasi. 

2. Peningkatan sisi pemenuhan SOP di lingkup unit kerja Sekretariat 

Kabinet, yang ditunjang dengan kualitas substansi yang lebih 

komprehensif dan sesuai dengan prinsip SOP, sehingga dapat 

diterapkan secara optimal di organisasi.  

3. Perlu diadakan sosialisasi dan evaluasi berkala pada tiap unit 

kerja untuk memastikan dan menyelaraskan pendapat antara unit 
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2.3.3. Layanan Kinerja Organisasi dan Individu, Reformasi 
Birokrasi serta Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan 

kerja dengan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata 

Laksana. 

 

 

 
 
 

 

 Pelaksanaan survei atas layanan kinerja organisasi dan 

individu, reformasi birokrasi serta persuratan dan ketatausahaan 

pimpinan terdiri dari: 

a. Survei Kepuasan Layanan Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan; 

b. Survei Tingkat Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja; dan 

c. Survei Tingkat Pemanfaatan Dokumen Reformasi Birokrasi. 

Adapun hasil dari survei dimaksud sebagai berikut: 

❖ Survei Kepuasan Layanan Persuratan dan Ketatausahaan Pimpinan 

Hasil dari kuesioner kepuasan unit kerja terhadap layanan 

persuratan dan ketatausahaan pimpinan dari 5 (lima) aspek adalah 

sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.7 Hasil survei layanan persuratan dan ketatausahaan pimpinan 
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Dari hasil pengolahan data hasil survei didapatkan layanan 

persuratan dan ketatausahaan pimpinan Tahun 2022 memperoleh 

kategori “Tinggi” dengan hasil sebesar 81,02%. Dari rincian gambar 

diatas disimpulkan terdapat kenaikan disemua aspek.  

Dari aspek diatas masih ada hal yang perlu mendapat perhatian 

lebih terkait keandalan dalam pelayanan, mengikuti pelatihan 

teknis pelayanan prima menjadi sangat penting dalam meningkatkan 

pelayanan ketatausahaan dan persuratan kedepan.  

Terhadap saran dan masukan yang diberikan, terdapat hal-hal 

yang sudah dan akan dilakukan dalam peningkatan layanan 

ketatausahaan dan persuratan, antara lain: 

1. Peningkatan pelaksanaan layanan ketatausahaan dan persuratan di 

luar jam kerja diterapkan kembali berdasarkan SE Deputi Bidang 

Administrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di 

Lingkungan Sekretariat Kabinet, yang mengatur kembali tentang 

pelaksanaan kerja lembur bagi pegawai. 

2. Tersedianya WhatsApp Business persuratan untuk mempermudah 

proses pelayanan persuratan seperti mengirim surat, serta 

melacak keberadaan surat. Layanan melalui WhatsApp Business 

telah berjalan selama 2 (dua) tahun dan telah digunakan sebagai 

media informasi layanan persuratan oleh berbagai pihak. Layanan 

yang dapat diberikan melalui whatsapp business diantaranya: 

a. konfirmasi serah terima surat yang pengirimannya melalui 

kotak surat 

b. permohonan informasi layanan persuratan 

c. proses tindak lanjut surat yang dikirimkan 

d. jawaban yang cepat dan tepat, karena diakses oleh 

administrator dan pegawai di lingkungan persuratan. 

3. Mengoptimalkan fitur texting di SIPT sebagai media pengolah 

kata sebagaimana Ms. Word sehingga menambah proses percepatan 

persuratan.  

4. Mengembangkan fitur notifikasi di SIPT yang nantinya akan 

terhubung dengan nomor WhatsApp maupun email kedinasan 

pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet. 
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❖ Survei Tingkat Pemanfaatan Dokumen Akuntabilitas Kinerja 

Penilaian responden terhadap pemanfaatan dokumen akuntabilitas 

kinerja Tahun 2022 berada pada kategori “Sangat Bermanfaat” yaitu 

sebesar 81,48%. 

 
 Gambar 2.8. Hasil survei pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja 

 

Berdasarkan gambar diatas diperoleh analisis hasil survei 

tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja sebagai 

berikut: 

1. 

2. Sepanjang tahun 2022, terdapat perubahan kebijakan terkait 

akuntabilitas kinerja, khususnya terkait penyempurnaan 

Perjanjian Kinerja (PK), perubahan aturan Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP), serta Draf perubahan Indikator Kinerja Utama 

Secara keseluruhan pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja 

mendapat persentase pemanfaatan semester II sebesar 82,17%. 

Jika membandingkan perolehan semester I dan II, hasil survei 

pemanfaatan dokumen semester II meningkat sebesar 1,37%. 

Apabila perolehan hasil survei semester I dan II diakumulasikan, 

maka tingkat pemanfaatan dokumen akuntabilitas kinerja di tahun 

2022 sebesar 81,48%, persentase ini turun jika dibandingkan 
dengan tahun 2021 sebesar 0,62%. 
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(IKU), untuk mengantisipasi hal ini unit kerja diberikan 

pendampingan dalam penyusunannya serta diberikan bimbingan 

teknis dalam pengisian di dalam aplikasi toolkit. Upaya ini 

dilakukan untuk memudahkan unit kerja dalam menyusun serta 

memahami terkait perubahan dimaksud serta sebagai salah satu 

upaya peningkatan kualitas layanan dan kebermanfaatan dokumen 

akuntabilitas kinerja. 

3. Pada tahun 2022 terdapat penambahan fitur pada aplikasi SIKT 

terkait dialog kinerja. Fitur ini dikembangkan untuk  

meningkatkan kinerja organisasi dan individu, juga mendorong 

interaksi positif antara atasan dan bawahan serta dapat 

mengidentifikasi masalah, dan potensi/kompetensi pegawai 

sebagai salah satu alat dalam perencanaan pengembangan pegawai. 

Penambahan fitur ini dilakukan sebagai salah satu inovasi serta 

peningkatan layanan dalam memanfaatkan aplikasi SIKT. 

4. Upaya perbaikan akan terus dilakukan untuk meningkatkan 

kualitas dokumen/laporan akuntabilitas kinerja, antara lain: 

a. Melakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen/laporan 

akuntabilitas kinerja. 

b. Memberikan sosialisasi atas peraturan baru yang berkaitan 

dengan akuntabilitas kinerja. 

c. Mengundang narasumber dari Kementerian PANRB maupun BKN untuk 

melakukan asistensi serta menyosialisasikan ke seluruh unit 

kerja. 

d. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi secara intensif dan 

tepat waktu dengan unit kerja dalam penyusunan dan monitoring 

serta evaluasi PK, LKj, SKP, dan penilaian capaian data 

kinerja triwulanan baik secara formal (memorandum dan rapat) 

maupun secara informal (grup whatsapp khusus SAKIP). 

❖ Survei Tingkat Pemanfaatan Dokumen Reformasi Birokrasi 

Berdasarkan tabulasi pada gambar di bawah ini, penilaian 

responden terhadap pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi tahun 

2022 berada pada kategori “Bermanfaat” yaitu sebesar 80,30%. 
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Gambar 2.9. Hasil survei pemanfaatan dokumen reformasi birokrasi 

 

Secara keseluruhan nilai hasil survey tingkat pemanfaatan 

dokumen RB terdapat peningkatan 0,02% dibandingkan dengan tahun 

2021, meskipun salah satu kategori penilaian turun sebesar 0,6% 

(peningkatan kinerja) dibanding sebelumnya. Program/kegiatan RB 

telah disebarluaskan melalui portal RB dan sebagian besar kegiatan 

yang telah direncanakan dalam Work Plan Reformasi Birokrasi telah 

dilaksanakan dengan baik. 

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian agar dapat 

meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(RB), diantaranya: 

a. Agen Perubahan yang telah ditetapkan di Kedeputian Bidang 

Dukungan Kerja Kabinet (DKK) dan Kedeputian Bidang 

Perekonomian, seyogyanya dapat diikuti oleh Kedeputian lain di 

lingkungan Sekretariat Kabinet, agar program-program RB dapat 

lebih cepat tercapai. 

b. Perlunya kolaborasi dalam mempersiapkan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik (UPP) sebagai lokus Evaluasi Pelayanan Publik 

untuk tahun 2023, mengingat Sekretariat Kabinet tidak 

mengusulkan lokus Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2022 dapat 
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2.3.4. Layanan Pengadaan, Pengelolaan Barang Milik Negara, 
Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan Umum 
Lainnya. 

berpotensi mempengaruhi indeks RB (turun). 

c. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah, 

perlu kiranya pada setiap tahapan pelaksanaan RB di Sekretariat 

Kabinet, mulai dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi 

(berdasar kualitas pemenuhan dokumen yang telah direncanakan 

dan diperjanjikan) dapat dilakukan reviu dan evaluasi oleh APIP. 

Reviu dan evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memberikan 

keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai 

dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

d. Perlunya melakukan langkah perbaikan dan meningkatkan 

koordinasi dengan K/L terkait sebagai leading sector penilai 

Hasil Antara, agar nilai Hasil Antara RB Sekretariat Kabinet 

dapat meningkat (khususnya untuk nilai Hasil Antara yang masih 

rendah). 

 

 

 
 
 

Survei yang dilaksanakan untuk mengukur kualitas layanan 

pengadaan, pengelolaan barang milik negara, pemeliharaan, 

perlengkapan dan jamuan, serta pelayanan umum lainnya dibagi 

menjadi 4 (empat) jenis survei, yaitu: 

a. Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Pengadaan; 

b. Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Pengelolaan Barang Milik 

Negara;  

c. Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan; dan 

d. Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Perlengkapan dan Jamuan. 

Dari hasil survei yang dilaksanakan terhadap layanan 

dimaksud, diperoleh hasil kepuasan layanan per jenis layanan yang 

diberikan dengan membandingkan tahun sebelumnya. Perbandingan 

layanan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 
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Gambar 2.10 Hasil survei layanan pengadaan, pengelolaan BMN, pemeliharaan, 

perlengkapan dan jamuan 
 

Dari data diatas tersebut diperoleh rata-rata hasil survei 

masuk dalam kategori “Tinggi” sebesar 78,68%.  

Adapun penjelasan hasil dari survei dimaksud dijelaskan secara 

rinci sebagai berikut:   

 

❖ Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Pengadaan 

Berdasarkan tabulasi pada gambar diatas, penilaian responden 

terhadap kepuasan pelayanan pengadaan tahun 2022 berada pada 

kategori “Tinggi” yaitu sebesar 78,16%. Apabila dibandingkan 

dengan tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 3,31%, hal ini 

menunjukkan bahwa pelayanan pengadaan semakin baik, dengan 

keramahan dan kepedulian dalam interaksi dengan stakeholder. Pada 

tahun 2022 terdapat perubahan kebijakan dan aturan dalam proses 

pengadaan barang dan jasa, pejabat terkait dan pelaksana pengadaan 

barang jasa telah berupaya cukup optimal untuk memahami kebutuhan 

unit kerja terkait barang dan jasa yang akan direncanakan 

pengadaannya dan berinteraksi langsung dengan stakeholders 

tersebut.  
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 Pada semester II tahun 2022, terdapat banyak permintaan 

pengadaan barang/jasa yang dilatarbelakangi dengan diturunkanya 

level PPKM saat pandemi ini serta dibukanya blokir anggaran oleh 

Kementerian Keuangan sehingga banyak unit kerja melakukan 

permintaan daalam waktu yang bersamaan menyebabkan para pengelola 

pengadaan menanggapi setiap permintaan berdasarkan prioritas 

kegiatan, baik dari sisi waktu, ataupun urgensi pengadaannya. Hal 

ini pada akhirnya yang membuat beberapa stakeholder yang tidak 

segera ditanggapi permintaannya mengeluhkan pelayanan yang 

diberikan oleh pengelola pengadaan. 

 Guna mengatasi permasalahan/kendala tersebut, perlu dilakukan 

langkah-langkah strategis sebagai berikut: 

1. Melakukan reviu berkala terhadap mekanisme penyelesaian 

administrasi pengadaan, mengingat terdapat beberapa pengelola 

pengadaan yang akan diganti pada tahun 2023. Reviu ini dilakukan 

untuk melihat sejauh mana efektifitas penerapan mekanisme ini, 

serta kendala-kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaannya. 

Hal ini diperlukan agar dapat dilakukan perbaikan ke depannya, 

yang akan lebih meningkatkan kinerja layanan pengadaan. 

2. Mengaktifkan media komunikasi daring berupa grup yang terdiri 

dari para PPK dan Pengelola Pengadaan. Hal ini dilakukan untuk 

dapat menggali potensi-potensi permasalahan yang terjadi dalam 

pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, baik dari sisi 

pengelola pengadaan, maupun stakeholders yang dilayani. 

3. Diperlukannya peningkatan kompetensi pengelola dan pelaksana 

pengadaan barang/jasa guna menunjang pemberiam layanan secara 

optimal kepada unit kerja. peningkatan kompetensi tersebut 

tidak hanya dilakukan dari sisi teknis pengetahuan saja, tetapi 

juga terkait soft skills dari para pengelola pengadaan. 

4. Menyusun pembaharuan SOP untuk pemberian layanan pengadaan 

dengan melibatkan para PPK dan Pengelola Pengadaan. Hal ini 

dilakukan dengan berpedoman terhadap SOP yang dikeluarkan oleh 

LKPP. 
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❖ Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara 

(BMN) 

Berdasarkan tabulasi pada gambar diatas, penilaian responden 

terhadap kepuasan pelayanan pengelolaan barang milik negara (BMN) 

tahun 2022 yaitu sebesar 77,67% atau berada pada kategori 

“Tinggi”. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan 

sebesar 1,75%. Salah satu peningkatan layanan adalah terdapat 

fasilitas berupa lift barang sehingga memudahkan pelaksana dan 

stakeholder dalam mobilisasi BMN dan barang persedian. Selain itu 

pemberian pelayanan pendistribusian BMN semakin baik dengan 

berupaya untuk bersikap melayani dan berusaha memahami kebutuhan 

para stakeholders.  

Pada semester 2 tahun 2022, terdapat keterbatasan BMN sehingga 

kebutuhan stakeholders tidak dapat dipenuhi dengan segera, selain 

itu terdapat keterbatasan kuantitas SDM dalam melaksanakan 

distribusi BMN ke seluruh unit kerja serta pelaksanaan 

penatausahaan BMN yang dikelola. Sehubungan hal tersebut, untuk 

meningkatkan pelayanan pengelolaan BMN di lingkungan Sekretariat 

Kabinet di masa mendatang dibutuhkan upaya perbaikan antara lain: 

1. Menunjuk pengurus barang di masing-masing unit kerja untuk 

memudahkan koordinasi dan memaksimalkan fungsi pengurus barang 

yang ada di masing-masing unit kerja untuk membantu proses 

pengelolaan BMN maupun barang persediaan. 

2. Melakukan inventarisasi kebutuhan BMN dari unit kerja padaan 

saat menyusun anggaran. 

3. Meningkatkan pemanfaatan alat komunikasi (whatsapp messenger) 

baik group maupun direct messege guna mendukung komunikasi 

antara pelaksana dan Pengurus Barang pada unit kerja. 

4. Meningkatkan kualitas hasil analisis pemenuhan kebutuhan barang 

dengan berkoordinasi dengan Bagian lain di Biro Umum; 

5. Melakukan update peraturan internal terkait layanan 

penditribusian BMN dan mensosialisasikannya kepada unit kerja. 

 

❖ Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan 

Berdasarkan tabulasi pada gambar diatas, penilaian responden 

terhadap kepuasan pelayanan pemeliharaan berada di kategori 
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“Tinggi” yaitu sebesar 77,45%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 

terdapat kenaikan sebesar 1,26%, dan apabila di lihat kembali 

nilai hasil survei semester I dan II tahun 2022 ini mengalami 

peningkatan yang cukup tinggi, ini menunjukkan bahwa pelayanan 

pemeliharaan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan sebaik 

mungkin kepada unit kerja.  

Namun untuk lebih meningkatkan kepuasan layanan, perlu 

dilakukan langkah-langkah peningkatan kualitas pelayanan, antara 

lain: 

1. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM yang melakukan pekerjaan 

pemeliharaan. Hal ini penting terkait cepat tidaknya layanan 

perbaikan/ pemeliharaan diberikan kepada unit kerja. 

Terbatasnya jumlah teknisi yang dimiliki Bagian Pemeliharaan 

akan mempengaruhi proses pemeliharan dan perbaikan tersebut.  

2. Pembuatan analisis kebutuhan pemeliharaan yang memadai, 

sehingga kerusakan yang dilaporkan tidak harus selalu menunggu 

analisis dari Pihak Ketiga.  

3. Peningkatan kompetensi/kapasitas pelaksana pemeliharaan guna 

menunjang pemberian layanan secara optimal kepada unit kerja. 

4. Perlu dibuatkan penjadwalan pemeriksaan sarana dan prasarana 

secara berkala untuk meminimalisir terjadinya kerusakan. 

5. Monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap proses 

pemeliharaan barang/BMN di lingkungan Sekretariat Kabinet. 

 

❖ Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan Pelengkapan dan Jamuan 

Berdasarkan tabulasi pada gambar diatas, penilaian responden 

terhadap kepuasan pelayanan jamuan dan perlengkapan Tahun 2022 

berada di kategori “Sangat Tinggi” yaitu sebesar 81,42%. Jika 

dibandingkan dengan tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 1,27%. 

Hal ini tidak terlepas dari kepuasan unit kerja terhadap pemenuhan 

permintaan jamuan dan perlengkapan yang semakin baik, terlihat 

dari jenis jamuan yang diberikan maupun sikap proaktif, 

kooperatif, kritis dan peka terhadap pemenuhan kebutuhan 

perlengkapan rapat dan jamuan, serta dapat memberikan komunikasi 

yang baik serta solutif atas permasalahan/kendala terkait 

permintaan pelayanan kebutuhan rapat dan jamuan kepada unit kerja. 
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Pada tahun 2022 ini, pelayanan perlengkapan dan jamuan 

melakukan beberapa penyesuaian terhadap permintaan pelayanan 

jamuan di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu: 

1. Dalam peningkatan pelayanan: 

a. Jamuan untuk Sekretaris Kabinet 

Pembaharuan dalam penyediaan kebutuhan dan jamuan Sekretaris 

Kabinet berupa kudapan, makanan, minuman, buah, vitamin serta 

kebutuhan perlengkapan sehari-hari Sekretaris Kabinet. 

b. Permintaan jamuan kedeputian/unit kerja di lingkungan 

Sekretariat Kabinet dalam bentuk prasmanan sebagai tindak 

lanjut dari usulan pengadaan alat rumah tangga yang telah 

dipenuhi di Semester 2 ini, yaitu menyajikan jamuan prasmanan 

dengan alat penunjang yang sesuai. 

2. Fleksibilitas terhadap pemenuhan peminjaman ruang rapat dan 

pemesanan jamuan dari unit kerja yang sifatnya dadakan dan tidak 

sesuai dengan batas waktu pemesanan jamuan, yaitu maksimal ≤1 

jam sebelum jam rapat dimulai. 

3. Pemenuhan permintaan jamuan yang dipesan oleh PIC unit kerja 

untuk pemilihan vendor jamuan dan menu jamuan yang diinginkan 

dan juga permintaan agar dapat menggunakan penyedia di luar 

vendor jamuan (pembelian langsung di toko kue/restoran dengan 

harga sudah terpublikasi/berstruk). Terkait dengan pembelian 

langsung jamuan oleh staf/pelaksana jamuan ke toko 

kue/restoran, Pelayanan Perlengkapan dan Jamuan memberikan 

fleksibilitas untuk melakukan pemesanan sendiri oleh unit kerja 

sesuai dengan pagu snack dan makan sepanjang struk dapat 

dipertanggungjawabkan untuk administasi pembayaran serta telah 

dikoordinasikan sebelumnya dengan Bagian Perlengkapan dan 

Jamuan. 

Walaupun Bagian Perlengkapan dan Jamuan telah berusaha dalam 

memberikan pelayanan yang optimal terhadap pemenuhan permintaan 

perlengkapan dan jamuan, masih terdapat permasalahan/kendala yang 

dihadapi, yaitu: 

1. Keterbatasan ruang rapat dan kelengkapan ruang rapat 

Permintaan peminjaman ruang rapat oleh unit kerja secara 
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mendadak tidak dapat terpenuhi dikarenakan ketersediaan ruang 

rapat yang telah diisi dan dipesan oleh unit kerja lainnya. 

Selain itu masih kurangnya kelengkapan pendukung di beberapa 

ruang rapat yang belum dapat dipenuhi karena keterbatasan 

anggaran dengan klasifikasi akun belanja modal. 

2. Pemesanan Jamuan yang sifatnya mendadak dan terbatasnya jumlah 

pramusaji 

Beberapa unit kerja mengajukan permintaan jamuan rapat secara 

mendadak sehingga mengakibatkan keterbatasan waktu pengantaran 

jamuan dan keterlambatan dalam pendistribusian jamuan. Selain 

itu, tidak ada informasi dari unit kerja pemesan jamuan terhadap 

permintaan waktu kedatangan jamuan menjadi penyebab 

ketidakpuasan dalam pendistribusian jamuan. Selain itu, 

dukungan tenaga pramusaji yang terbatas di unit 

kerja/kedeputian. 

3. Inovasi terhadap variasi vendor dan menu jamuan 

Pemilihan jamuan rapat yang umumnya diajukan oleh PIC unit kerja 

terhadap pemilihan vendor jamuan dan menu jamuan disesuaikan 

dengan arahan pimpinan unit kerja tersebut, beberapa vendor 

lama masih digunakan sampai saat ini berdasarkan permintaan PIC 

unit keja yang bersangkutan sehingga tidak dapat mengakomodir 

permintaan menu secara perseorangan dan masih terdapat keluhan 

akan variasi menu. Hal ini menjadi catatan dan akan terus 

diupayakan dalam memberikan pelayanan secara optimal dengan 

menawarkan vendor dan menu yang bervariasi. 

4. Keterbatasan pagu anggaran jamuan khususnya snack box 

(Rp22.000,00) yang dalam beberapa tahun ini tidak diikuti dengan 

kenaikan pagu nasi box. Hal ini berdampak pada terbatasnya 

pilihan vendor dalam penawaran jamuan ke Sekretariat Kabinet 

dengan menyesuaikan pagu yang sesuai. 

5. Keterbatasan pemberian uang muka dari masing-masing unit kerja 

yang mana mengakibatkan variasi vendor terbatas hanya pada 

vendor yang telah bekerja sama dengan metode pembayaran tempo 

(terhutang) dan yang sesuai dengan pagu makan (Rp53.000,00). 

Selain itu, pemilihan vendor jamuan juga diutamakan yang 
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2.3.5. Layanan Perpustakaan dan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi 

mempunyai layanan pengantaran sehingga efektivitas dalam 

pemberian layanan dapat berjalan optimal.  

Untuk memaksimalkan pemberian layanan langkah-langkah yang 

akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala tersebut, 

antara lain; 

1. Monitoring secara intensif terhadap keberadaan dan kualitas 

sarana-prasarana di ruang-ruang rapat. Perlunya penambahan 

kebutuhan kelengkapan (Bendera Merah Putih, Lambang Garuda 

serta bingkai foto Presiden dan Wakil Presiden) di ruang rapat 

dan peralatan alat rumah tangga yang dibutuhkan di dapur; 

2. Perlunya penambahan rekomendasi vendor baru/variasi menu 

jamuan, terutama vendor yang lokasinya berada di sekitar 

lingkungan Sekretariat Kabinet untuk mengantisipasi permintaan 

jamuan rapat yang mendadak serta selalu berusaha meningkatkan 

pelayanan melalui kerja sama dengan vendor baru/menyajikan 

pesanan jamuan kepada vendor dengan alternatif menu sehingga 

tidak ada keluhan terkait variasi menu. 

3. Perlu dibuatnya e-katalog menu jamuan dan menyosialisasikan 

kepada perwakilan unit kerja agar setiap unit kerja yang 

membutuhkan jamuan dapat menyampaikan opsi jamuan sesuai dengan 

yang diinginkan. 

4. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan unit-unit kerja, 

terutama dengan PIC unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet 

guna optimalisasi layanan jamuan dan perlengkapan. 

 

 

 
 
 

 Survei yang dilaksanakan untuk mengukur kualitas layanan 

perpustakaan dan teknologi informasi dan komunikasi dibagi menjadi 

2 (dua) jenis survei, yaitu: 

a. Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan; 

b. Survei Tingkat Kepuasan Layanan TIK. 

Adapun penjelasan hasil dari survei dimaksud dijelaskan secara 

rinci sebagai berikut:   



 

 

38 | L a p o r a n  S u r v e i  K e p u a s a n  L a y a n a n  D u k u n g a n  M a n a j e m e n  d a n  
A d m i n i s t r a s i  d i  L i n g k u n g a n  S e k r e t a r i a t  K a b i n e t  T a h u n  2 0 2 2  

 

❖ Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Perpustakaan 

Hasil dari kuesioner kepuasan unit kerja terhadap layanan 

perpustakaan terdiri dari 5 (lima) aspek, yaitu: 

 
Gambar 2.11. Layanan Perpustakaan Tahun 2021 – 2022  

Dari hasil pengolahan data kuesioner didapatkan kepuasan 

pengguna terhadap layanan perpustakaan tahun 2022 sebesar 81,11% 

atau kategori “Tinggi”. Apabila dibandingkan dengan data hasil 

survei tahun sebelumnya, kepuasan pengguna layanan perpustakaan 

mengalami peningkatan sebesar 2,06%. Terdapat peningkatan hasil 

survei yang signifikan di semester II tahun 2022 dibandingkan 

dengan hasil semester I, hal ini membuktikan bahwa pelayanan 

perpustakaan yang diberikan kepada pengguna semakin baik.  

Perolehan hasil survei dimaksud didukung oleh adanya langkah-

langkah yang telah dilakukan Subbidang Perpustakaan guna 

meningkatkan layanan kepuasan pengguna serta kualitas layanan 

perpustakaan secara terus menerus, diantaranya melalui berbagai 

upaya sebagai berikut: 

1) Ketersediaan koleksi perpustakaan yang beragam baik itu 

tercetak maupun digital dapat menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kenaikan hasil survei kepuasan pengguna layanan 

Perpustakaan pada Tahun 2022, dengan keberagaman koleksi dapat 
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memudahkan pengguna untuk mengakses informasi yang dibutuhkan 

kapanpun dan dimanapun; 

2) Melakukan kegiatan promosi perpustakaan melalui berbagai media 

diantaranya yakni, pelaksanaan promosi layanan Perpustakaan 

maupun koleksi yang dimiliki perpustakaan melalui unggahan 

pada media sosial sehingga dapat meningkatkan minat 

pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

3) Fasilitas, prasarana dan sarana yang memadai pada perpustakaan 

dapat menciptakan suasana nyaman, sehingga dapat dijadikan 

sebagai sarana edukasi, rekreasi serta ruang working space 

untuk mencari inspirasi bagi pengguna; 

4) Pendekatan personal antara Pustakawan dengan Pemustaka dalam 

memberikan pelayanan, kecepatan dan kecepatan petugas 

perpustakaan dalam memberikan layanan; 

5) Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional, Workshop, bimbingan 

teknis maupun pelatihan bagi Pustakawan yang dilakukan secara 

daring, luring maupun hybrid mengenai pengelolaan dan 

pelayanan perpustakaan yang baik mampu meningkatkan pemberian 

layanan prima kepada pengguna. 

❖ Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan TIK 

Hasil dari kuesioner kepuasan unit kerja terhadap layanan TIK 

dari 5 (lima) aspek adalah sebagai berikut: 

 
Gambar 2.12 Hasil survei kepuasan pengguna layanan TIK Tahun 2021 – 2022  
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Dari data hasil pengolahan survei kepuasan pengguna layanan 

TIK tahun 2022 sebesar 79,23% atau kategori “Tinggi”. Apabila 

dibandingkan dengan hasil survei tahun sebelumnya terdapat 

kenaikan sebesar 1,13. Merujuk pada gambar diatas, hasil survei 

semester II tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding dengan 

semester I tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan TIK di 

tahun 2022 ini semakin baik, adanya peremajaan perangkat jaringan, 

penambahan dan/atau pengaturan alokasi bandwidth serta bantuan 

teknis/helpdesk jaringan dan peningkatan penerapan aplikasi serta 

bantuan TIK lainnya menjadi salah satu faktor peningkatan layanan. 

Selain untuk penilaian (gambaran) hasil evaluasi, survei 

kepuasan pengguna juga dilakukan untuk menjaring feedback dalam 

rangka peningkatan kualitas Layanan TIK dengan menyediakan ruang 

untuk responden menyampaikan harapan, saran, dan masukan. Secara 

umum, harapan, saran dan masukan dari pengguna dapat dikelompokkan 

sebagai berikut: 

1. Peningkatan kelancaran akses internet di lingkungan Sekretariat 

Kabinet;  

2. Peningkatan kapasitas cloud storage Sekretariat Kabinet dan 

dapat terintegrasi langsung dengan PC user; 

3. Peningkatan sarana dan prasarana TIK guna meningkatkan kinerja 

pejabat/pegawai, terutama bagi unit kerja yang membutuhkan 

dukungan TIK dalam proses bisnisnya.  

Dengan demikian, atas saran dan masukan di atas, untuk 

meningkatkan layanan TIK akan dilaksanakan upaya perbaikan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan reviu terkait kebutuhan bandwidth di lingkungan 

Sekretariat Kabinet;  

2. Penambahan dan/atau pengaturan alokasi bandwidth; 

3. Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan cloud storage Sekretariat 

Kabinet; 

4. Pelaksanaan bantuan teknis/helpdesk jaringan internet; dan 

5. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana TIK. 

  



BAB III
PENUTUP
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3.1. KESIMPULAN 

Laporan hasil survei ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban dan evaluasi dalam pengukuran pencapaian 

indikator kinerja “Persentase kepuasan terhadap dukungan 

manajemen dan  pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan 

Sekretariat Kabinet” yang ditetapkan dalam PK Deputi Bidang 

Administrasi dengan target 82% pada tahun 2022. Berdasarkan hasil 

survei yang telah dilaksanakan, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa tingkat kepuasan layanan yang telah diberikan 

selama tahun 2022 berada pada tingkat “Sangat Tinggi” atau dapat 

dinyatakan pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet 

merasa “puas” terhadap layanan yang diberikan dan dokumen/laporan 

yang dihasilkan “sangat bermanfaat” dengan nilai rata-rata 81,65%. 

Apabila dibandingkan dengan hasil tahun 2021, terdapat 

kenaikan sebesar 1,80%. Dengan perolehan hasil survei tersebut, 

maka realisasi capaian kinerja tahun 2022 hampir sesuai target 

yang ditetapkan di PK. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya 

perbaikan kualitas pelayanan yang diberikan sehingga memberikan 

kebermanfaatan untuk stakeholders di lingkungan Sekretariat 

Kabinet.  

 

3.2. SARAN DAN MASUKAN 

Pelayanan yang terbaik selalu dilakukan oleh Deputi Bidang 

Administrasi beserta jajarannya untuk mendukung kinerja 

organisasi Sekretariat Kabinet. Oleh karena itu, upaya perbaikan 

dalam memberikan layanan akan selalu ditingkatkan agar 

menghasilkan pelayanan yang lebih memuaskan dan bermanfaat.   

Dalam meningkatkan kualitas layanan ke depannya, Deputi 

Bidang Administrasi akan melaksanakan upaya perbaikan dengan 

mempertimbangkan saran dan masukan yang diperoleh dalam hasil 

PENUTUP 
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survei, yaitu antara lain sebagai berikut:  

a. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta 

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam 

mendukung proses bisnis kinerja dan kenyamanan dalam memberikan 

layanan di lingkungan Sekretariat Kabinet; 

b. Melakukan sosialisasi dan internalisasi terhadap layanan dan 

kebijakan baru; 

c. Meningkatkan kapasitas pegawai terkait ketanggapan, keakuratan, 

keramahan dan kemampuan berkomunikasi serta kepedulian dalam 

memberikan pelayanan yang prima sehingga lebih memahami 

kebutuhan yang dilayani. 

Deputi Bidang Administrasi akan selalu meningkatkan komitmen 

seluruh jajarannya dalam menindaklanjuti saran dan masukan yang 

diberikan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet bagi 

perbaikan kinerja di masa mendatang. 

 



LAMPIRAN
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MEMO PENGISIAN SURVEI 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

LAMPIRAN 
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DATA RESPONDEN    
 

1 Pria 51 47,66% 

2 Wanita 56 52,34% 

Jumlah Keseluruan 107 100,00% 

    

1 ≤ 30 tahun 20 18,69% 

2 31 - 40 tahun 35 32,71% 

3 41 - 50 tahun 31 28,97% 

4  ≥ 50 tahun 21 19,63% 

Jumlah Keseluruan 107 100,00% 

    

1 SMU 0 0,00% 

2 Diploma 0 0,00% 

3 Strata 1 (S1) 49 45,79% 

4 Strata 2 (S2) 54 50,47% 

5 Strata 3 (S3) 4 3,74% 

Jumlah Keseluruan 107 100,00% 

    

1 Eselon I 0 0,00% 

2 Eselon II 22 20,56% 

3 Eselon III 28 26,17% 

4 Eselon IV 28 26,17% 

5 Staf 29 27,10% 

Jumlah Keseluruan 107 100,00% 
 

6 
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata 
Laksana 

6 5,61% 

7 Inspektorat 4 3,74% 

8 Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 4 3,74% 

9 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional 4 3,74% 

No Jenis Kelamin  Jumlah  Persentase 

No Usia Jumlah Persentase 

No Pendidikan Terkahir Jumlah Persentase 

No Jabatan Jumlah Persentase 

No Unit Kerja Jumlah Persentase 

1 Pusat Data dan Teknologi Informasi 5 4,67% 

2 Pusat Pembinaan Penerjemah 7 6,54% 

3 Biro Umum 4 3,74% 

4 Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi 4 3,74% 

5 Biro Perencanaan dan Keuangan 3 2,80% 
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Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, 
dan Aparatur Negara 

4 3,74% 

11 
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, 
Komunikasi, dan Informatika 

4 3,74% 

12 
Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan 
Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha 

4 3,74% 

13 
Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian 
dan Ketenagakerjaan 

1 0,93% 

14 
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan 
Wilayah 

2 1,87% 

15 
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, 
Riset, dan Teknologi 

4 3,74% 

16 
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, 
dan Olahraga 

6 5,61% 

17 Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan 2 1,87% 

18 
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, 
Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak 

5 4,67% 

19 
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 

5 4,67% 

20 
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan dan 
Kehutanan 

4 3,74% 

21 
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan 
Lingkungan Hidup 

4 3,74% 

22 
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan 
Umum 

4 3,74% 

23 
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan 
Kepariwisataan 

4 3,74% 

24 Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan 3 2,80% 

25 Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan 4 3,74% 

26 Asisten Deputi Bidang Naskah dan Terjemahan 3 2,80% 

27 
Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan 
dan Protokol 

3 3% 

Jumlah Keseluruan 107 100,00% 

 

No Unit Kerja Jumlah Persentase 

10 
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PENGOLAHAN HASIL SURVEI KEPUASAN LAYANAN 
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PENGOLAHAN HASIL SURVEI PEMANFAATAN DOKUMEN 
 

 



 

 

| L a p o r a n  S u r v e i  K e p u a s a n  L a y a n a n  D u k u n g a n  M a n a j e m e n  d a n  A d m i n i s t r a s i  d i  L i n g k u n g a n  S e k r e t a r i a t  
K a b i n e t  T a h u n  2 0 2 2  

 

 


